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TENTANG

LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KELANJUTAN

PEEKERJAAN PENGENDALIAN BANJIR BATANG MARANSI-BATANG LURUIH

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan pasal 47 ayat (1)
dan ayat (2) Peraluran Presiden Nomor 71 tahun 2012 tenlang
Penyelengearaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan umum, penetapan lokasi dilakukan oleh Walikota
berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik.
bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik
Kelanjutan Pekerjaan Pengendalian DBanjir Batang Maransi-
Batang Luruih wyang terletak di Kelurahan Sungai Sapiah
Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan
Nanggalo lelah ditetapkan lokasi pengadaan lanah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kelanjutan Pekerjaan
Pengendalian Banjir Batang Maransi-Batang Luruih.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 20413);

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 teniang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin vang Berhak atau Kuasanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoar 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan
Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara
Penetapan Ganti Rugi oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan
Dengan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda
yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3014);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 3373};

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4857);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedeman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13};

Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Lokasi  Pengadaan Tanah Untuk  Kelanjutan Pekerjaan
Pengendalian Banjir Batang Maransi-Batang Luruih berada di
Kelurahan Sungai Sapiah Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Kurao
Pagang Kecamatan Nanggalo dengan perkiraan luas tanah 16,6

Hektar dengan rincian panjang pekerjaan #1,1 km dan lebar 60
mefer,

Pelaksanaan tahapan kcgiatan pengadaan tanah dan tahapan

pelaksanaan pembangunan fisik selanjutnya harus mengacu pada
Ketentuan perundang undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal £ ﬁr?ﬁ L 2015

OTA PADANG,
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ¢
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. Gubernur Propinsi SumateraBarat

. Kepala Kantor Wilayah BPN Provins: Sumatera Barat

. Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

. Ketua DPRD Kota Padang

. Kepala Bappeda Kota Padang

. Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang
. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang
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